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Menimbang

Mengingat

a.

BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah
menerapkan standar pelayanan minimal untuk
pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan
dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal;

bahwa guna mendorong terpenuhinya layanan standar
pelayanan minimal mencapai 100% (seratus persen) target
penerima layanan (warga negara) dan target mutu layanan
minimal sesuai dengan standar teknis Standar Pelayanan
Minimal;

bahwa Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal
Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 sebagaimana
dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor S Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupeten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);



Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1541);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan
Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 204;

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 137);

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2020
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 22);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TARGET JUMLAH WARGA
NEGARA DAN MUTU MINIMAL LAYANAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR TAHUN 2026.

Target capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 dengan jenis layanan,
kode aplikasi e-SPM, indikator kinerja, satuan, besaran jumlah
warga negara yang berhak, target jumlah warga negara yang
menjadi prioritas tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

: Target capaian standar pelayanan minimal sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU menjadi target prioritas yang
harus dipenuhi layanan SPM mencapai 100% (seratus persen)
penerima layanan warga negara dan mutu layanan minimal
oleh perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan
dasar melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub
kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemenuhan target capaian standar pelayanan minimal
sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi salah
satu indikator penilaian Bupati terhadap kepala perangkat
daerah pengampu.

Pemenuhan target capaian standar pelayanan minimal
sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat dilakukan
perubahan apabila perangkat daerah pengampu tidak dapat
memenuhi target standar pelayanan minimal yang telah
ditetapkan dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan
terkait keuangan daerah, perubahan jumlah kejadian bencana,
kejadian luar biasa, kebakaran dan penegakan hukum,
perubahan akibat meninggal dunia, pindah domisili,
keguguran, perubahan kemampuan ekonomi warga negara,
dan perubahan yang diakibatkan dari perjanjian kerjasama.

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT
dilakukan melalui penetapan kembali Keputusan Kepala
Daerah tentang Perubahan Penetapan Target Jumlah Warga
Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026.



KEENAM

KETUJUH

Pemantauan, evaluasi dan pengawasan target capaian standar
pelayanan minimal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dilakukan secara berkala dan sepenuhnya menjadi tanggung
jawab Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur,
Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Kepala
Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar




